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Menimbang

Mengingat

ta. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas

analisis kebijakan publik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah

Non Kementerian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

b.
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2. Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Taiun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang NomorB Tahun 200g tentang penetapan peratuln pemerintah
Pengganti Undang_Undang Nomor 3 Tahun 20OS tentangperubahan Atas Undang_Undang Nomor 3Z Tatrun ZOO4 tentangpemerintahan Daerah Menjadi Undang_Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor 1OS)i

3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangpemberhentian/pemberhentian 
Sementara eegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik lndonesia fahui tsio Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ZZ97);

4. peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional pegawai Negeri Sipjl (Lembaran Negara nepublik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lerniaran wegaraRepublik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana ieran Oiubah
clengan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2OiO (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5i21);

5. Peraturan pemerintah Nomor g7 Tahun 2000 tentang FormasiPegawai Negeri sipir (Lembaran Negara Repubrik rnoonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran wegara nepubtik
lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diJian denganperaturan pemerintah NoTgl g Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, famOaiai Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan pemerintah Nomor.98 Tahun 2000 tentang pengadaan
te.sawai Negeri sipir (Lembaran Negara Repubtir Indonesia
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran iVeg;ra nepubfiklndonesia Nomor 4016), sebagaimana tetah OiJban Oengan
Peraturan pemerintah Nom-or 11 Tahun 2002 1t_emOaran wegara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, famlanan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4192);

7. Peraturan pemerintah Nomor g9 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat pegawai Negeri Sipil (Lembaran ttegarJ nepuUif
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan feriOaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana i.iin OiuO.f,
dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2002 Nomor 32, tamUafran
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan
dan petatthan Jabatan p"g:y-ri Negeri Sipit lLemoaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nom-or 19A, irrO"nrn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian'iegawai 
wegerisipir (Lembaran Negara Repubrir rnaone"ia iahun 2oo3 Nomor15, Tambahan Lembaran Negara n"prOiif fnJonesia Nomor4263) sebagaimana telah.diubih dengan p"r.lrrin pemerintah

Nomor 63 Tahun 2oog (Lembaran N-"g.r. 
-n;pulfik 

IndonesiaTahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
l..srrq Negeri sipit.(Lembaran Negrra-n"prltik IndonesiaTahun 2010 Nomor 74, rambahan L;;;r.;-ft;;ara RepubtikIndonesia Nomor5135); .' ' --i

1 1 . Keputusan presiden Nomor g7 Tahun .l ggg tentang RumpunJabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil; dan
12. Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang pembentukan

dan organisasi Kementerian ttegar" seOajaiman-a tetan diubahdengan peraturan presiden Nomor 76 fanuriZOti. 
-

: 1. Usul Seketaris Kementedan pAN dan RB Nomor B/87lS.pAN_RBl1l2012 tanggal 10 Januari2012:
2. Pertimbangan Kepala Ba:!l KepeSawaian Negara dengan suratNomor WK.2s'30A/.39_&93 tangg.iSO.J"nr.ri iOi2;-

MEMUTUSMN:
: PEMTURAN MENTERI PEND1YAGUNMN APAMTUR NEGAMDAN REFoRMASI BrRoKMgt TENTANG JneAiiN' ii^,csloNAl

ANALIS KEBIJAMN DAN ANGI(A KREDITNY;.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini yang dimaksidlengan:
1. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalamtingkungan instansi pusat dan Dalrah Vang [;r;:* ngan sifatpekerjaannya menyelenggarakan dan/atau,i"ir-tr"n.irn 

"n"f 
isiskebijakan vang mencakup proses identifi kariil;i;; kebijakan,formulasi kebijakan, penyampaian frasil anatisis 

' 
kebijakan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi f"nmf"n'ifen pegawai

Negeri Sipit.



2. Analis Kebijakan adalah pegawai Negeri Sipil dalam ,jngkungan
instansi pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat peKerjaannya
menyerenggarakan dan/atau meraksanakan tugas mengidentifikasi
masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil
analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3. Tim penilai Angka Kredit jabatan fungsional Anatis Kebijakan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh peJabat yang
beMenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir_butjr kegiatan yang harus dicapai oteh pejabat
fungsional Analis Kebijakan dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasir kajian/peneritian yang disusun orehperorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok
bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui
identifikasi, tinjauan pustaka, deskipsi, analisis permasatahan,
kesimpulan dan saran_saran pemecahannya.

6. Penghargaan adatah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk
penghargaan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah
Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasionayregionay
intemasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.

7. Pejabat penilai adalah atasa.n langsung pegawai Negeri Sipil yang
dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struklrd eselon V
atau pejabat lain yang ditentukan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun
manajemen.

Pasal 3
(1) Analis Kebijakan merupakan pejabat fungsionat yang

berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsiolna di bidang
kebijakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jabatan karier.



Pasal 4

Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah
kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis
kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasl kebijakanpada kementerian/lemhaga pemerintah Non Kementerian dan
pemerintah daerah.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga
Administrasi Negara.

Pasal 6

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal S harus:
a. menyusun petunjuk teknis peraksanaan jabatan fungsionat Anaris

Kebijakan;

b. menyusun pedoman formasijabatan fungsional Analis Kebijakan;
c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis

Kebijakan;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Anatis Kebijakan;
e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis

fu ngsional Analis Kebijakan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
tungsional Analis Kebijakan;

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;
k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode

etik Analis Kebijakan;

l. melakukan pembinaan Tim penilai jabatan fungsionat Analis
Kebijakan; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan.



BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1) Jenjang jabatan fungsionar Anaris Kebijakan dari yang terendah
sampaj dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Analis Kebijakan pertama,

b. Analis Kebijakan Muda,

c. Analis Kebijakan Madya; oan

d. Analis Kebijakan Utama.

(2) Jenjang pangkat Analis Kebijakan sebagairnana dima,(sud pada
ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Analis Kebijakan pertama:

Penata Muda Tingkat l, golongan ruang llt/b.
b. Analis Kebijakan Muda:

't. penata, golongan ruang lll/c; dan

2. penata Tingkat l, golongan ruang ill/d.
c. Analis Kebijakan Madya:

1. Pembina, golongan ruang lV/a;

2. pembina Tingkat l, golongan ruang lVrb; dan
3. pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c.

d. Analis Kebijakan Utama :

1. pembina Utama Madya, golongan ruang lV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang lV/e.

(3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing_masing
jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada
berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

jenjang

ayat (2)

(4) Penetapan jeniang jabatan Anaris Kebijakan untuk pengangkatan
dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka krec,it yang
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang oerwenang
menetapkan angka kredit.

{5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



8AB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8
Unsur 

_dan 
sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang oapat dinilaiangka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, metiouti:

a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis KebUakanserta memperoleh Surat Tanda Tamat 

- 
penOiOlkan danPelatihan (STTpp) atau sertifikat; dan

c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Analisis Kebijakan, meliputi :

a. perencanaan kegiatan;

b. identifikasimasalah;

c. formulasikebijakan;

d. proses penetapan hasil analisis;
e. implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan
f. evaluasi kinerja kebijakan.

3. Pengembangan profesi, meliputi:
a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;
b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan_bahan lain dibidang analisis kebijakan;

c. pengembangan sistem analisis kebijakan;
d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaar/pefunjuk

teknis di bidang anatisis kebijakan; din
e. kegiatan pengernbangan diri di bidang analisis kebijakan.

4. Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang AnalisKebijakan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan tungsional
Analis Kebijakan;

e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan ataupenghargaan lainnya;

f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
g. perolehan gelar kehormatan akademis.



BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal I
(1) Rincian kegiatan Analis Kebijakan sesuai dengan jenjang Jabatan,sebagai berikut:

a. Analis Kebijakan pertama, meliouti:

1. Menyusun rencana kerja organisasi
peserta/anggota;

2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue
kebijakan yang bersifat intemal (instansional);

3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue
kebijakan yang bersifat regionalArvilayah/daerah;

4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masatah
substantif (strukturisasi masalah);

5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang
relevan dengan issue kebijakan;

6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari

penerapan metodologi terpilih untqk menganalisis
kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam
analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai
Peserta/Anggota;

9. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggoh;
10. Menyusun drafi rencana kegiatan (action ptan) dalam

pelaksanaan kebijakan;

ll.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota;

12. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

13. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

14. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai pesertaianggota;

sebagai



15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota;

16. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

lT.Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai
peserta/anggota;

18. Menjadi saksi ahli.

b. Analis Kebijakan Muda, meliputi:

1. Menwsun rencana kerja
peserta/anggota 

;

organisasi sebagai

2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue_issue
kebfiakan yang bersifat nasional;

3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk
menentukan agenda kebijakan (masalah formal);

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakuKan

analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersitat
sederhana (1-2 metode);

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh daripenerapan metodologi terpilih untuk menganalisis
kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anjgota;

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi datamanalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai
peserta/anggota;

9. Menganalisispermasalahankebiiakan;

10. Menwsun alternatif kebijakan sebagai solusi masatah
kebijakan;

1 1. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschrkrng
(penetapan);

12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;

13.Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan
kebijakan;



l4.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai pesertaianggota;

15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompor
sebagai peserta/anggota;

17. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai pesertaianggota;

18. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berke;mpok
sebagai peserta/anggota;

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

20.Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai
peserta/anggota;

21. Menjadi saksi ahli.

Analis l(ebijakan Madya, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator;
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue

kebiiakan yang bersifat intemasional;

3. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang
akan dilakukan, yang bersifat kompleks (lintas instansi);

4. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
5. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan

analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat
kompleks (3 atau lebih metode);

6. Mengolah hasil data dan informasi yang
penerapan metodologi terpitih untuk
kebijakan, secara individual:

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh daripenerapan metodologi terpilih untuk menganalisis
kebijakan, secara berkelompok sebagai koodinator;

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi datam
analisis kebijakan, secara individual:

diperoleh dari
menganalisis

10



9. Menyajikan hasil pengolanan
analisis kebijakan, secara
koordinator:

data dan informasi dalam
berkelompok sebagai

10. Menganalisis permasalahan kebijakan;

11. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusj masatah
kebijakan;

12. Melakukan penilaian terhadap alternatif_alternatif kebijakan;

'' [il;T' ';Hil', 
T*T1,,:j,?J,."ffi 

,;#ilff 
", j:il

bentuk memo/telaah kebijakan;

14. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat regeiling
(pengaturan);

1S. Membahas konsep kebUakan sebagai pembahas;
16. Merumuskan hasil pembahasan keb{akan;
17. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebrakan

sebagai pembahas;

18. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang tetah
ditetapkan berdasa*an sistem yang ada;

19. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;

20. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai koordinator;

21. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai peserWanggota;

22. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

23. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan ."".o O"rf"lornpot
sebagai peserta/anggota;

24. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kine[a
pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

25.Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai
pesertdanggota;

26. Menjadi saksi ahli.

11



d. Analis Kebi.iakan Utama, meliputi;

1. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
2. Melakukan penilaian terhadap alternatif_alternatif kebijakan;
3, Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai oengan hastlpenilaian terhadap alternatif_alternatif kebijakan dalam

bentuk naskah akademik;

4, Membahas konsep kebuakan sebagai penyaji;
5. Menyempurnakan kebijakan yang bersitar rege ing

(pengaturan)

6. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
sebagai penyaji;

7. Menpsun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara individual;

8. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan
kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator;

9. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;

10. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja petaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;

li.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja petaksanaan
kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok
sebagai koordinator;

12. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan secara individual;

13. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai
koordinator;

J4.Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai
narasumber;

15. Menjadi saksi ahli.

(2) Analis Kebijakan yang melaksanakan kegiatan pengembangan
profesi dan penunjang tugas Anaris Kebijakan diblrixan nirai
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini.

12



Pasal .l0

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), maKa Analis
Kebijakan lain yang berada di atas atau dj bawah jenlang labatannyadapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan p"nug.a"n .u."r.
tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 1 1

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Anaris Kebijakan yang meraksanakan tugas Anaris Kebijakan satutingkat di atas jenjang. jabatannya, angka kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar g07o (delapan puluh persen) dari angka kreditsetiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Iperaturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

b. Anaris Kebijakan yang meraksanakan tugas Anaris Kebijakan duatingkat di atas jenjang jabatannya, angka kedit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 607o (enam puluh persen) Oari angfa kreditsetiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Iperaturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini.

c. Anaris Kebijakan yang meraksanakan tugas Anaris Kebijakan di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoreh ditetapkan
100% (serafus persen) sama dengan angka lredit dari setiap butirkegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I peraturan
Mented pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ini.

Pasal 12

(1) Pada awal tahun, setiap pejabat Analis Kebijakan wajib menyusun
sasaran Kerja pegawai (sKp) yang .r.n oitrt r"n"r.n daram 1(satu) hhun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Anatis Kebijaxan yang
bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.

(3) SKP yang telah disusun 
.sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKp yang telah disetujui dapat
dilakukan penyesuaian.
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Pasal .13

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri
dari:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:

a. pendidikan;

b. analisis kebijakan; dan

c. pengembanganprofesr.

(3) Unsur penunjang terdiri dari :

a. pengajar/pelatih di bidang Anatis Kebijakan;
b. peran serta dalam seminar, tokakarya di bicfang Analis

Kebijakan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan tungsional
Analis KebUakan;

e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormahn ataupenghargaan lainnya;

f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
g. perclehan gelar kehormatan akademis.

(4) Rincian kegiatan Analis Kebijakan dan angka kredit masing_
masing unsur sebagaimana dimaksud paOa ay-at 1t) seOagaimana
tersebut dalam Lampiran I peraturan Uenieri nenJayagunaan
Aparafur Negara dan Reformasi Birokasi ini.

Pasal 14
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi otehsetiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat Oiangkat AiLr;rb.t.n

dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebiiakanl untuk
a. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah SarJana (Sly

Diploma lV sebagaimana tersebul dalam Lampiran ll'peraturan
Menreri pendayagunaan Aparatur Negara oan nerormasi
Birokrasi ini;

b. Analis Kebijakan dengan 
.pendidikan 

sekolah Magister (S2)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran lll peraturln Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan n"torriii Birokrasi
ini: dan
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c. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Doktor (S3)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran lV peraturan Menteripendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit seDagaimana
dimaksud pada ayat (1 ):

a. paring kurang 80% (derapan puruh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur penOidikan;
dan

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

Pasal 15
(1) Jabatan tungsional Analis Kebijakan pertama, pangkat penata

Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b yang akan naik jenjang
jabatan/pangkat menjadi Anaris Kebijakan Muda, pangkat penata,
golongan ruang lll/c angka kredit yang dipersyaratkan paling
sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.

(2) Analis Kebijakan Muda, pangkat penata, golongan ruang ill/c yang
akan naik pangkat menjadi penata Tingkat l, golongan ruang lil/dangka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit a (empat) dari
unsur pengembangan profesi.

(3) Analis Kebijakan Muda, pangkat penata Tingkat l, golongan ruang
rrr/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat irenladi Anaris
Kebijakan Madya, pangkat pembina, golongan ruang lv/a angka
kredit yang dipersyaratkan paring sedikit o lenamj dari unsur
pengembangan profesi.

(4) Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina, golongan ruang tv/ayang akan naik pangkat menjadi pembina Tingfat l, golongan
ruang lV/b angka kredit yang dipersyaratkan pating sectikit g
(delapan) dari unsur pengembangan profesi.

(5) Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina Tingkat l, gotongan
ruang rV/b yang akan naik pangkat menjadi pembina Utama
Muda, golongan ruang lV/c angka kredit yang dipersyaratkan
paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengemban!an profesi.

(6) Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina Utama Muda,
gorongan ruang rV/c yang akan naik pangkat menjadi pembina
Utama Madya, golongan ruang lV/d angka kredit yang
dipersyaratkan paling sedikit ,12 (dua bJas) aari unsur
pengemoangan profesi.
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(7) Analis Kebijakan Utama, pangkat pembina Utama Madya,golongan ruang lvid yang akan naik pangkat menJadi pembina
Utama, golongan ruang lV/e angka fr"Oit V.ng 

' 

oipersyaratkanpaling sedikit .14 (empat belas) dari ,n.rr pung"rn"bangan profesi.
Pasal ,16

(1) Analis Kebijakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit

[[lff ':til ilT, i::T:? fi ::x,ifi?#n*t,':*i
pangkat berikutnya,

(2) Analis Kebijakan pada tahun pertama telah memenuhi ataumerebihi angka krecrit yang oipersyaratt<an untut< xenait<anpangkat daram masa pangkat yang oiauiukiny;, mlka pada tahunkedua diwajibkan mengumpulkan paling Xrr"ng iOZ" (dua puluhpersen) dari jumtah angka kredit yang dipJrsyaratran untukkenaikan pangkat setingkat lebih tinggi V"ng'l"rrr", dari tugaspokok Anatis Kebijakan.

Pasal 17
Analis Kebijakan Uhma, panskat.p:miina Utama, golongan ruangtv/e, setiap tahun sejak menduduki pangfataa;;nnya wajibmengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka t<redit daritugas pokok.

Pasal 18
(1) Anaris Kebijakan yang secara bersama-sama membuat karya turisitmiah di bidang Anatis Kebijakan, Oiberikan ang;ireoit Oenganketenfuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2. (dua) orang penulis maka pernbagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen; Oagi penufis
utama dan 40%(empatpuruh persen) ,ntux p"irri. p"mbantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah. 50Zo (tim" pulut, p"rr"n) bagi penulis
utama dan masing-masing 2ilo/o (dua pufutr fima persen) untukpenulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (emp-at) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh p"o"nfn"gi p"nuti.
utama dan masing_masing 20o/o (dua putun persen) untufpenulis pernbantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling banyak 3 (tiga) orang.



BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19
(1) Untuk kelancaran penrlaian dan penetapan angka kredit, setiapAnalis Kebijakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh

kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUpAK).

(2) setiap Anaris Kebijakan mengusurkan secara hirarki Daftar usuran
Penilaian Angka Kredit (DUpAK) setiap tahun.

(3) Analis Kebijakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya, penilaian dan penetapan angfa XreOit dilakukan 3(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangfat pegawai Negeri
Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPIGN ANG|(A KRE DIT,
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSUL'qN

ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Benivenang Menetapkan Angka t(redit
Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
a. Kepala Lembaga Adminishasi Negara bagi Analis Kebijakan

Madya, pangkat pembina Tingkat l, golong.n ruang lv/b
sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat pembina
Utama, golongan ruang lV/e di lngkungln Lembaga
Administrasi Negara dan lnstansi lainnya.

b. Pimpinan Instansi (eselon il yang membidangi Kebijakan) bagi
Analis Kebijakan pertama, pangkat penata UuOa tingkat t,
golongan ruang lll/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya,
pangkat pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan Instansi
masing-masing.

c. Seketads Daerah provinsi atau pejabat eselon ll yang di
tunjuk bagi Analis Kebijakan pertama, pangkat penata Muda
tingkat l, golongan ruang lllib sampai dengan Analis Kebijakan
Madya, pangkat pembina, golongan ,u.n! VL di lingt<ungan
Provinsi.
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d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon ll yang
ditunjuk bagi Anaris Kebijakan pertama, pangkat penata Muda
tingkat l, golongan ruang ilr/b sampai dengai Anaris Kebijakan
Madya, pangkat pembina, golongan ruang lvla di lingkungan
Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, dibantu oleh:

a. Tim penilai Analis Kebijakan bagi Kepala LAN pacla Lembaga
Adminitasi Negara yang seranjutnya disebut rim penirai pusat;

b. Tim penilai Analis Kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang
membidangi Kebijakan pada Kementerian/Lembaga yang
selanjubya disebut Tim penilai Instansi;

c. Tim penilai Analis Kebijakan provinsi bagi Sekretans Daerah
Provinsi atau pejabat Eselon lt yang difunjuk, yang selanjutnya
disebut Tim penilai provinsi; dan

ct. Tim penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota atau p.ejabat Eselon ll yJng Oitunjuk,
yang selanjutnya disebut Tim penilai Kabupaten/Kota.

Pasal22
(1) Tim Penirai jabatan fungsionar Anaris Kebijakan terdiri dari unsur

teknis yang membidangi Anatis Kebijakan, unsur kepegawaian,
pejabat fungsional Analis Kebijakan.

(2) Susunan keanggotaan Tim penitai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsionat Analis
Kebijakan.

(4) Anggota Tim penilai provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) hurufd, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKb provinsi/
Kabupaten/Kota.
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(5) Sekretaris Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(6) Syarat untuk menjadi anggota Tim penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi

kerja Analis Kebijakan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(7) Apabila jumrah anggota Tim penirai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Anatis Kebijakan, maka anggota
Tim penilai dapat diangkat dari pegawai Negeri Sipit ;;;"";;
memiliki kompetensi untuk menilai prestasi keqia Analis Kebijakan.

Pasal 23
(1) Apabila Tim penilai provinsi belum terbentuk, penitaian angka

kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim penilai
Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi cli Lembaga
Administrasi Negara.

(2) Apabila Tim penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian
angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Kabupaten/Kota terdekat, provinsi lain yang terdekat, atau
tim penilai Instansi di Lembaga Adminitrasi Negara.-

(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim penilai ditetapkan oleh:
a. Kepala Lembaga Adminitrasi Negara yang membidangi Analis

Kebijakan untuk Tim penilai pusat:

b. Pejabat eselon I yang membidangi Analis Kebijakan di
Kementerian/Lembaga untuk Tim penilai tnstansi;

c. Sekretaris Daerah provinsi untuk Tim penilai provinsi; dan
d. Sekrelaris Daerah KabupaterVKota untuk Tm penilai

Kabupaten/Kota.

Pasal 24
(1) Masa jabatan anggota Tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam2 (dua) masa jabatan berturut_turut, dapat diangkat kembali

setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) ma-sa laOatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim penilai yang ikut dinitai, maka

Ketua Tim penilai dapat mengangkat Anggota Tim penilai
pengganti.
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Pasal 2S

Tata kerja Tim penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan tatacara penilaian angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan oteh KepalaLembaga Adminhasi Negara selaku pimpinan Instansi pembina
Jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Bagian Ketiga
pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 26
Usul penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oteh:
a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon ll pada masing_masing

instansi, Sekretaris Daerah provinsilKabupateJKota 
kepada

Kepala Lembaga Adminitrasi Negara bagi angka kreAit Anafts
Kebijakan Madya, pangkat 

l-eTbina 
Tingiat. t] gotong"n ,.nglV/b sampai dengan Analis Kebijakan ULm", p"-ngxat pembina

Utama, golongan ruang lV/e di lingkungan Kementejan/Lembaga,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

b. Pejabat yang membidangi. Kepegawaian setingkat eseton ilr pada
Pejabat sfuktural eselon il yang membidangi lepegawaian unfukangka kredit Analis Kebijakan pertama, pangkat 

-penata 
n{uda

Tingkat l, gotongan ruang lll/b sampai dengai eniis feOi;.t 
"nMadya, pangkat pembina, golongan ru"ng lV/" yang bekerja dilingkungan Kementerian/Lembaga masingr-masing.

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eseron lllkepada Sekretaris Daerah.. provinsi atau pejabat'eselon ll yang
ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan pertaia, pangkatpenata Muda Tingkat I, golorgan ruang lillb sampai dengan
Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina, gotongan ruang lv/a
di lingkungan provinsi.

d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon illkepada Sekretaris Daerah KabupaterVKota atau p-eiabat eselon llyang ditunjuk untuk angka. kredit Analis Xebijaian pertama,
Pangkat penah Muda Tingkat l, golongan r"u"ng llilO ..rp.i
dengan Analis Kebijakan 

.Madya, 
pangkat pembrlna, gotongan

ruang lv/a di lingkungan KabupaterVKota

Pasal27
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang benrvenang

menetapkan angka kredit, digunakan untuf memfrtimbangkan
kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredittidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebriaf an yang
bersangkutan.

BAB IX

PENGANGMTAN DALAM JABATAN

Pasal 28
Pejabat yang beruenang mengangkat dalam jabatan Anatis Kebrakanadalah pejabat pembina

perundang-undangan. 
Kepegawaian sesuai dengan peraturan

Pasal 29
(1) Pegawai Negeri sipir yang di angkat untuk pertama kari daramjabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma lV dengan
bidang ilmu yang relevan dengan analisis febilakan dan sesuai
dengan kebutuhan instansi;

o. pangkat paring rendah penata Muda Tingkat t, gorongan ruangilt/b;

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Anatis Kebijakan; dan
d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat(1) angka kedihya ditetapkan .t50 (seratuJ [m. Or,*j.
(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan pada unsur utama terdiri Oari penOiOikan formal dantugas pokok.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pengangkatan untuk mengisi lowong"n forr".i i.l"trnfungsional Anatis Kebijakan yang telah ditetapkan dari CalonPegawai Negeri Sipil.

Pasal 30
(1) Pengangkatan pegawai Negeri sipir dari jabatan rain ke daramjabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan

ketenfuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29ayat (1);
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D. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan,
c. memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan pating kurang

2 (dua) tahun; dan

o. usia pailng tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi pegawai Negeri sipir seDagaimana

dimaksud pada ayat (1). adalah sama dengan pangKat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan ses.-r"i dengan yumlah
angka kredit yang djtetapkan oleh pejabat yang beMenang
menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BABX

KENAIKAN JABATAN DAN PANGMT

(1) Analis Kebijakan dapat
syarat

a. mencapai angka kredit yang disyarafl<an:

b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
c. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik datam 2 (dua)

tahun terakhifi

cl. telah lulus uji kompetensi; dan

e. masih tersedia formasi.

(2) Analis Kebijakan dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi
syarat :

a. mencapai angka kredit yang disyaratkan:

b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalampangkat

c. nilai prestasi kerja paling

tahun terakhir; dan
rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

Pasal 31

dinaikan jabatan, apabila memenuhi

d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang_
undangan.

(3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikanpangkat kenaikan jabatan ditetapkan sebelum Xenait-an pangkat.



BAB XI

KOMPETENSI

Pasal 32
(1) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionarrsme AnarisKebijakan yans akan 

ii,l i*ir.:g iru.tun ."tiigt .r lebjh tinggi,yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi.
(2) Uji.kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi fV"g.r" .Jf"X, pimpinan

Instansi pembina.

BAB XII

DIKT"AT

Pasal 33
(1)Anatis Kebijakan yans alln naik jabatan setingkat tebih tinggidapat mengikuti dan rurus pendidikan oan petatina"n sesuai denganjenjang jabatan.

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).lebih lanjut ditetapkan'ot"n L.rU.g"Administrasi Negara selaku pimpinan in.t nri-f"ilina jabatan
fungsional Analis Kebijakan.

BABXIII

FORMAST

Pasal 34
Pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kebijakandilaksanakan sesuai formasi ;atatan nnaiJ i"ffin o"ng"nketentuan, sebagai berikut:

a. Pengangkatan pegawai Negeri sipir pusat daram jabatan AnarisKebijakan dilaksanakan,
Kebijakany.nsait"t"f k"n'nft :;[tl j#"T:, jffi #;';bidang pendayagunaan 

.aparatur negara setelJi mendapatpertimbangan tertulis Kepala Badan KepJgawai.n f.f.g.r..
b. Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jJatan RnalisKebijakan ditaksanakan sesuai dengan r"_l.i'lli"i." nn"ri.Kebijakan yang ditetapkan oteh Gubeirur, eup*i ,VJ;ilo ."r"f.r,mendapat persetujuan tertutis dari 

' 
6;;; yangbertanggungjawab di bidi

seterah mendapn *,,i;:srsfi 'l?ff :'Hl#ffiHrffi:ili
Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pem-iina AnalisKebijakan.



(1) Penetapan formasi Analis
antara lain :

Pasal 35

Kebijakan didasarkan pada indikator.

a. ruang lingkup kebijakan;

b. jumlah kebijakan yang dihasilkan,
c. karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan
d. jumlah dan jenis jabatan.

(2) Formasi Analis Kebijakan 
. 
di lingkungan Instansi pusat, setiaplingkungan eselon I sesuai deng;n r,ir.r,Grirtiii puKerjaan yangsifatnya perumusan kebijakan 

"oifrf, 
prfing b"niaf ro lsepufunl.(3) Formasi Analis Kebijakan di provinsi setiap lingkungan eseton ll,pating banyak 6 (enam).

(4) Fomasj Analis Kebijakan..di Kabupaten/Koh setiap tingkunganeseton ll, paling banyak S (tima).
(5) Penentuan jumlah kebutuhan 

.pegawai (formasi) seoagaimana
!113tgu! naaa ayat (2),,ayat (3) dan avat (+iJioasaftan padaanalisis jabatan dan penghitungan beban i",i.'. ' - -'

BABXIV
PENURUNAN JABATAN

Pasal 36
(1) Anaris Kebijakan yang dijatuhi 

.hukuman disiptin tingkat beratberupa pemindahan dalam rangka penurun"n;"l.i.n setingkattebih rendah, melaksanakan tugas sesuai J"ng.;iJi"ng,i"o.t nyang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja 
. 
dalam masa hukuman disiplinsebagaimana dimaksud pada ayat tfl, 

-Jinif.i'r".uai 
denganjabatan yang baru.

(3) Penurunan jabatan ditetaptan oleh pejabat yang beruenangsesuai dengan ketenfuan yang berlaku.

BAB)0/
PEMBEBASAN SEMENTAM,. PENGANGKATAN KEMBALI, DAN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
pembebasan Sementara

Pasal 37
(1) Analis Kebijakan pertama,, pangkat penata Muda Tingkat l,gotongan ruang ilt/b dibebaska-n ."r.ni.i. olii 1"0.,"nny.apabila dalam jangka waktu. S Cimal tafrun seiaXiianlrat Oatampanglat terakhir tidak dapat.mengumpulkan inir<a f,'Loit pafingxurang 40 (empat puluh) dari tugas pokok.



(2) Analis Kebijakan Muda, pangkat penata, golongan ruang iltlc dan
Analis Kebuakan Muda, pangkat penata Tingkat l, golongan ruang
lll/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabilJ oalam jangka
wakfu 5 (rima) tahun sejak diangkat daram pangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang eO (delapan
puluh) dari tugas pokok.

(3) Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina, golongan ruang tv/a
sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat pembina Utama
Muda, gorongan ruang rV/c dibebaskan ."r"nt.r. dan jabatannya
apabila dalam jangka waktu S (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kreclit paling
kurang 120 (seratus dua puluh) dari tugas pokok.

(4) Analis Kebijakan Utama, pangkat pembina Utama Madya,golongan ruang lv/d dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling
kurang 160 (seratus enam puluh) dari fugas pokok.

(5) Analis Kebijakan Utama, pangkat pembina Utama, gotongan
ruang lv/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak meMuduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
mengumpurkan paring kurang 25 (dua puruh rima) angka kredit dari

A rugas pokok.

@; Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai pegawai Negeri Sipil;
b. ditugaskan secara penuh di tuarjabatan Analis Kebijakan;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

pengangkatan Kembali

Pasal 38

(1) Analis Kebijakan yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (S) apabila telah mengumputkan
angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan
Analis Kebijakan.



(2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf a, dapat dtangkat kembali
dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam pasat 37 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali
ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila beiusia pating tinggi S.l
tahun.

(4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana 
...)dimaksud dalarn pasat 37 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali i

ke daram jabatan Anaris Kebijakan apabira terah seresai cuti di ruar
tanggungan negara.

(5) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam pasat 37 ayat (3) huruf d, harus diangkat kembali
ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas
belajamya.

(6) pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebuakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dengan menggunakan angka kredit terakhii yang dimitikinya dan
dapat dihmbah angka kredit dari tugas pofof lnatis Kebijakan
yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
pemberhentian dari Jabatan

Pasal 39
(1) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabita dalamjangka wakfu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara darijabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak dapat mengumputkan

angka kredit yang ditentukan.

(2) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dilatuhi
hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, kecuali hukuman dis,plin penurunan pangkat danpenurunan jabatan.

Pasal 40
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian
dari jabatan Anaris Kebijakan sebagaimana dimaksud daram pasal
37, Pasal 38, dan pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang beMenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB XVI

INPASSING

Pasal 41
(1) PNS yang pada saat ditetapkan peraturan Menteri rnl masih danretah menjatankan tugas di bidang kebU;k;; berdasarkan

Xeputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/diinpassingke daram jabatan fungsionar Anaiis xeuiiaran berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

(2) PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksuc, padaayat (1), harus memenuhi syarat sebagai nerif,rt,- 
-'

a. 
Pefijazah paling rend-ah,sarjana (S1)/Diploma tV denganbidang irmu yang rerevan dengan anarisis kebijakan oan sesuaidengan kebutuhan instansi;

b. pangkat paling rendah penata Muda Tingkat l, gotongan ruangiltib;

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernitai baik datam 1 (satu)tahun terakhic

d. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
e. lulus Uji Kompetensi.

(3) Angka kedit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing datam jabatanAnalis Kebijakan, sebagaimana tersebui dalair lampiran VPerafuran Menteri pendayagunaan np"ot i"'N"S"r" ctanReformasi Birokrasi ini.
( ) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam tampiran VPerafuran Menteri pendayagunaan Aparafur N"g"r" danReformasi Birokrasi ini, hanya bertaku ."tJi J"r. ,"r"penyesuaian/inpassing.

(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi pNS yangdisesuaikan/diinpassing sebagalmina UimattsuO-laOa ayat 1t1,maka dalam melaksanakan. penyesuaian/infassing perlu
mempertimbangkan formasi jabatan.

(6) Batas waktu inpasing/penyesuaian murai sejak peraturan Menteripendayagunaan Aparatur. Negara dan n.jf"ir;ri'iir"krasi iniditetapkan dan harus sudah selesai pada axniioel"mt", zofe. u,,..

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42
(1) Untuk kepentingan dinas, dan/atau peningkatan pengetahuan,

pengalaman, dan pengembangan karier, Anafis ie[iiar"n dapatdipindahkan ke datam jabatan strukturai .t ,l.ri.i.,i r,rngsional
lain.



(2) Dengan ditetapkannya jabatan
jabatan strukturaf eselon l dan
Instansi periu ditinjau kembali.

fungsional Analis Kebijakan
eselon lV di masing-masing

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Ketentuan pelaksanaan pe
Negara dan Reformasi ,,rll-lt:n. Yulteri Pendayagunaan Aparatur

Lembaga Administrasi ,":11t' 
jni diatur lebih lanjut oleh Kepata

Negara. 
gara dan Kepala Badan Kepegawaian

Pasal 44
Apabila ada perubahan mer
dia nssap tida k sesuai,;r;: 

"i,1T::rTi;rT:,T:ilT: 
peratura n in i

Pasat 45
Peraturan Menteri pendayag.unaan 

Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetrapk"n]- 
- --

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 F ebruari 2012

MENTERI

{AGUNMNAPAMTUR NEGAM
BIROKRASI

28
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